WALI KOTA TARAKAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOK & TAHUN 2043

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR
DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALl KOTA TARAKAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan vang lebih luas
guna menjaring calon potensial dari Pegawai Negen Sipil
lingkungan Pemerintah Kota Tarakan untuk menduduk: jabatan
pimpinan tinggl pratama, jabatan admimstrator dan jabatan
pengawas sesual ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1]
lanun 201/ tentang Manajemen Pegawal Negern Sipi
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomos
|7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negen Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
nurut a, periu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata
Cara Pengisian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas i
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat . Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1454,

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Rotamadyva Daerah Tingkat |l Tarakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711};

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara KRepublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

o887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);




5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

»

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201
tentang Manajemen Pegawai Negenn Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6477),

6. Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman
Sistemn Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformast Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian
Jabatan Pimpinan Tingg secara Terbuka dan kompetitif di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 835|

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrast Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola kanes
Pegawal Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2U21 Nomor 520j;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN DAN
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGG] PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB |
KRETENTUAN UMUM
Pasal

Dalam Peraturan Wali Kota in1 yang dimaksud dengan

Daerah adalah Kota Tarakan
2 Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.

I

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penvelenggara
Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan vang
menjadl kewenangan daerah otonom Kota Tarakan

4 sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan

2 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali
Kota

/ Pejabat yvang Berwenang vang selanjutnva disingkat PyB adalah pejabat vang
mempunyal kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan

dan pemberhentian Pegawai ASN sesual dengan ketentuan peraturan
perun

ang-undangan




H Tim Pemilaxr Kinerja Pegawal Negen Sipil vang selanjutnya disebut Tim Pemlal
Kinerja PNS adalah Tim Penilai Kinerja PNS Kota Tarakan
9. Pegawai Negern Sipil vang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negen Sipil

di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

10, Aparatur Sipil Negara vamg selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS
dan Pegawai Pemenintah dengan Penanjian Kena vang bekerja pada instansi
pemerintah

11. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara

12. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama
adalah jabatan pimpinan tingg yvang setara dengan jabatan struktural eselon [l

13. Jabhatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan struktural
eselon [lI.

14, Jabatan Pengawas adalah jabatan vang mengendalikan pelaksanaan kegatan
vang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan struktural
eselon [V

15, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah proses pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggl Pratama vang dilaksanakan dengan seleks: terbuka vang dapat
dikut: oleh setiap PNS di lingkungan kementenan /lembaga/ Pemerintan Daerah
ataupun melalui proses rotasi atau mutasi,

6. Sistern Ment adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetens), dan kinera secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, wama kulit, agama, asal usul, jens
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan

17. Komisi Aparatur Sipil Negara yvang selanjutnya di sebut KASN adalah lembaga
non struktural yvang mandini dan bebas dan intervens: politik

18. Talent adalah Pegawai ASN vang memenuhi svarat tertentu dan telah lulus
tahapan seleksi vang ditentukan

BARB lI
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan

Pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator
lingkungan Pemerintah Daerah

in Jabatan Pengawas

(2] Peraturan Wali Kota 1ini bertujuan untuk
a. terselenggaranva seleksi calon pejabat secara transparan, objektif
kompetitif, dan akuntabel; dan

b. memperoleh pejabatl yang sesual dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB L
PERSYARATAN
Pasal 3
[ ] JPT Pratama dapat diisi dan PNS di luar ingkungan Pemenntah Daerah

i

(2] Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diisi dari PNS di lingkungan
Pemenntah Daerah

[3) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri atas:




| 1)

a. JPT Pratama setara eselon lL.a; dan
b. JPT Pratama setara eselon Il.b

Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2] terdin atas
a. Jabatan Admimstrator setara eselon lll.a: dan
bh. Jabatan Administrator setara eselon lll.b

Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdin atas
a. Jabatan Pengawas setara eselon [V.a; dan

b. Jabatan Pengawas setara eselon LV.D.

Pasal 4

Persvaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3] meliputi

a. berstatus PNS;

b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;

c¢. memiliki kompetensi teknis, kompetens: manajenal, dan kompetens: sosial
kultural sesuai standar kompetensi Jabatan vang ditetapkan;,

d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan
Jabatan vang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 5 (lma) tahun;

¢. sedang atau permah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun,
telah mengikuti pelatthan kepemimpinan administrator atau yang setara
bagl pejabat administraton

g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;

h. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dan PyB; dan

sehat jasmani dan rohan

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4] meliput

a. berstatus PNS;

b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau
diploma IV,

c. mermihkl mtegritas dan moralitas vang baik

d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun;

e, sedang atau permnah menduduki Jabatan Pengawas atau Jabatan
Fungsional Jemjang Ahli Muda paling singkat 3 (tiga) tahun;

[. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;

g. telah mengikuti pelatthan kepemimpinan pengawas atau vang setara bag
pejabat pengawas,

h. memiliki kompetens: teknis, kompetens: manajenal, dan kompetens: sosial

kultural sesuai standar kompetens:i Jabatan vang ditetapkan dan

dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kineja PNS di

INStansinva;

mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dan PyB; dan

sehat jasmani dan rohani

Pergsvaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 avat (5) meliputi:

a. berstatus PNS;

b. memihki kualfikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma [l atau
".-E“I':._" SCLATA.

¢. memiliki integritas dan moralitas yang baik;




[ 44}

-
1}
i

d. memiliki pengalaman jabatan Pelaksana dalam bidang tugas vang terkatt

dengan Jabatan vang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun;

¢. memillkl pengalaman SseDagal pelaksana danj/atau menduduki jadatan

setara eselon V paling singkat 4 (empat) tahun atau jabatan fungsional yang

setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan
vang akan diduduki,

setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2

|dua) tahun terakhir;

g. memilika kompetensi teknis, kompetensi manajenal, dan Kompetens! sosial
kultural sesuai standar kompetensi jabatan vang ditetapkan dan dibuktikan
berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Pemilai Kinerja PNS di instansinya;

1. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari PyB,; dan

| SENAL 2 S8ITIET [ii:ll' POl

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampa) dengan ayal
|3), JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dilaksanakan
sesual  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengangkatan PNS dalam jabatan struktural

BAB IV
TAHAPAN

Pasal 5

Pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
dilakukan melalui tahapan:

i, perencanaan,

D. pengumuman lowongan;

c. pelamaran;

d. seleksi;

e. pengumuman hasil seleksi; dan

f. penetapan dan pengangkatan

Perencanaan pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
meliput:

A. penentuan jabatan yvang akan diisi

b, pembentukan pamtia seleks:;

c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengsian jabatan; dan

d. penentuan sistem vang digunakan pada setuap tahapan pengisian jabatan

Panitia seleks: sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf b terdiri atas
a. panitia seleksi JPT Pratama;

b. panitia seleksi Jabatan Administrator; dan

Cc. panitia seleks) Jabatan Pengawas

Panitia seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayvat (3] huruf a
dibentuk oleh PPK setelah mendapatkan rekomendasi dan KASN

Panitia seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada avat (3) huruf b dan huruf ¢ dibentuk oleh PvB

Pasal b

Panitia seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4
dapat terdin atas unsur
a. pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemenintah Daerah;




b. pejabat Pimpinan Tingg dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan
bidang tugas jabatan vang lowong dan kebutuhan kompetensi teknis
tertentu;

¢. khusus untuk jabatan pimpinan tinggl Sekretaris Daerah dan [Inspektu:
panitia seleksi dapat diangkat dan pemernntah provinsi Kallmantan Utara;
dan

d. akademisi, pakar/tenaga ahli, atau profesional

(2] Panitia seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat terdin atas unsur:
a. Sekretans Daerah sebagai ketua,
b. pimpinan unit kerja yang menangani kepegawaian dan sumber daya
manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah sebagal sekretans;
¢c. pimpiman unit kerja yang membidangi pengawasan di lngkungan
Femerintah Daerah sebagal anggota,
d. asisten bidang administrasi sekretanat Daerah sebagai anggota; dan
e. kepala bagian yang membidang! organisasi pada sekretanat Daerah sebagai
Anggota,

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2] berjumiah
gasal vaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang

Pasal

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki tugas
a. menvusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleks:;
c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian,
d. menentukan krtena penilaian seleksi administrasi dan seleks) kompetens:;
e. mengumumkan lowongan dan persyaratan pelamaran
{. melakukan seleks) administrasi dan kompetensi; dan
g. menvusun dan menyampaikan laporan hasil seleks: kepada Py

Fasal 8

(1] Dalam melaksanakan tugas F;t‘-t:ug;-tlll-:rﬂ:.'i dimaksud dalam Pasal 7. panitia
seleksi dibantu oleh sekretanat

[2) Sekretanat sebagaimana dimaksud pada avat (1) memiliki tugas memberikan
dukungan administrasi kepada panitia seleksi

Sekretanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kena
vang menangani sumber dava manusia aparatur di lingkungan Pemenntah
Daerah

Pasal 9

1) Pengumuman lowongan pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

o ayat (1) huruf b dilakukan

da. untuk JPT Pratama wajib diumumkan secara terbuka melalui media cetak
nasional dan/atau media elektronik dan dapat ditambah pengumuman
dalam bentuk surat edaran melalun papan pengumuman, serta dilakukan
pula melalui Portal Nasional Seleksi JPT yvang berada pada website Sistem
Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN; dan

b. untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan di internal
Pemerintah Daerah




(2) Pengumuman lowengan pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan
Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di internal
Pemerintah Daerah melalu laman unit kena vang menangami sumber dava
manusia.

4] Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaksanakan
paling singkat 15 (lima belas] han kalender sebelum batas akhir tanggal

4] Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada avat (3) ditandatangani
oleh ketua panitia seleksi atau sekretanis paniha seleksi atas nama ketua
panitia seleksi

5] Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelamar, panitia seleks:
dapat menambah batas waktu pendaftaran sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10

Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ disampaikan
kepada ketua panitia seleks:.

Pasal 11

(1) Selain melalul pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, panitia
seleks) dapat mengundang PNS di hingkungan Instansi Pemenntah Daerah yvang
memenuhl persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk
ditkutsertakan di dalam seleksi

(2] Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS vang memenuhi persvaratal
sehagaimana dimaksud pada avat (1) untuk 1kut dalam seleksi, PNS vang

Fasal 12

|1} Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) huruf d dan
penetapan jadwal seleksi dilakukan sesual kebutuhan organisasi

2] Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas
a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan
moralitas;
b. seleksi kompetensi;
¢, wawancara: dan

d. tes Kesehatan

[3] Seleks: sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a sampai dengan huruf «
dilakukan oleh panitia seleksi, dibantu oleh Sekretanat

4] Seleksi tes Kesehatan sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf d dilakukan

oleh pelamar di puskesmas dan/atau rumah sakit pemerintah

[5) Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi/assessor yang

independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi




Pasal 13

(1) Pengumuman hasil seleks: pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf e wapb dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.

(2) Panitia seleksi wajb mengumumbkan secara terbuka pada setap tahapan
selek "‘1-|
a. nilai vang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan
D. peseria seleks: yang berhak mengikuti tahapan seieks! selanjuinya

3] Panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk
setiap jabatan vang lowong dan disampaikan kepada

a. PPK melalui PyB; dan

b. PPK melalui sidang Tim Panitia Seleksi Jabatan bagi Jabatan Administrator

dan Jabatan Pengawas.

Fasal 14
(1) Penetapan dan pengangkatan JFPIU Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
o avat (1) hurut 1 dilakukan oleh PPR berdasarkan hasil seleksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 avat (3]

(4] Penetapan dan pengangkatan Jabatan Admimistrator dan Jabatan Pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf  dilakukan oleh PPK
berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3]

huruf b
Pasal 15

Peserta yang lulus seleks: terbuka pada satu jabatan tidak dapat digunakan untuk
jabatan lainnva

BAB

FATA CARA
Pasal 16

1] Pamtia seleksi mengumumkan pengisian atau penggantian JPT Pratama,

Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui seleksi terbuka

(2] Pengumuman sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling sedikit harus
memual
d. nama jabatan yang lowong atau yang akan dilakukan penggantian,
b, unit organisasi;
persyaratan administrasi;
d. persyaratan untuk dapat dangkat dalam JPT Pratama, Jabatan
Admirustrator dan Jabatan Pengawas;
¢. persyaratan kompetens: yvang diharapkan;
. batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi;
g. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
n. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubung;
1. maten atau tahapan seleks:; dan
1. persyaratan lain vang ditentukan
(3] PFersvaratan administrasi sebagaimana dimaksud

UL

pada avat (2] hurul c

meli




"

A. surat lamaran bermeterai;

b. riwayat hidup lengkap

c. surat persetujuan atau rekomendasi dari PPK untuk JPT Pratama dan PyB
untuk Jabatan Admimstrator dan Jabatan Pengawas;,

d. surat pernyataan tidak sedang menjalani/tidak pernah dpatuhi hukuman
disiplin;

e. surat pernyataan tidak pemah menjadi anggota partai pohitik/calon anggota
legislatif dan partai politik;

f. fotocopy ijazah Pendidikan terakhir dan transkrip nilai;

g. fotocopy surat keputusan kepangkatan dan jabatan yang diduduka;

fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak [(SPT) tahun terakhir;

i. fotocopy tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara ke Inspektorat atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN]
ke Komisi Pemberantasan Korups: bagi penvelenggara negara vang
diwajibkan melaporkan harta kekayaan;

|. fotocopy hasil penilaian prestas: kerja 2 (dua) tahun terakhir;

k. surat keterangan sehat dari puskesmas/rumah sakit pemerintah

P—

Pasal 17

(1) Pengumuman pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif
antar kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Utara

2] Pengumuman pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
diumumkan secara terbuka di internal hngkungan Pemenntah Daerah

Pasal 18

Seleksi terbuka untuk pengisian JPT Pratama, Jabatan Admimistrator, Jabatan
Pengawas paling sedikit terdin atas:

a. seleksi administrasi;

b. penelusuran rekam jejak jabatan yang meliputi integritas dan moralitas;

¢. seleksi kompetensi;

d. wawancara: dan

e. tes kesehatan
Hasal 19

(1] Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hurut
dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas
administras) yang disampaikan oleh para pelamas

(4] Penelusuran rekam jejak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hurul
b dilaksanakan dengan melakukan klanfikasi atau pembuktian terhadap
integritas, kinerja, bebas dan indikas: terhbat kasus korups: oleh pelamar

Panitia Seleksi menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, calon Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yvang memenuh
persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap |

isatu) lowongan JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
Pasal 20
(1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf ¢

dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kompetensi manajerial
dan kompetensi teknis para pelamar

|2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada avat (1) untuk




JPT Pratama, dilaksanakan dengan menggunakan metode assessment center

sesual kebutuhan di ingkungan Pemenntah Daerah, tidak boleh kurang dan
jumlah atau jenis metode yang digunakan bag penitlaian untuk menduduki
iabatan struktural dibawahnya; dan

b. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, paling sedikit dilaksanakan

dengan menggunakan psikotes dan wawancara

e A
el o |

(1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan oleh
panitia seleksi

I.-El Fanitia H!']I,'i-:ﬁl MENYUSUDN malernn wawancara vang ':-!'!:SE.-HII'EF'-H' SES1IE) I'|-’."f'lfl':i!|'|

Jabatan yang dilamai

3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar vang mencakup
peminatan, motivasi, perilaku dan karakte

4) Dalam pelaksanaan wawancara seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas dapat melibatkan pimpinan unit kerja eselon |l terkait atau peja
vang ditunjuk sebagai unsur pengguna (user dan Jabatan yang akan diduduki,

Tl
F A

Pasal 22

Dalam pelaksanaan tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e
pembiayaannva ditanggung oleh pelamar dan dilaksanakan di puskesmas dan fatau

rumah sakit pemerintah

(1] Panitia seleksi mengolah hasil dan setiap tahapan seleksi dan menyvusun
peringkat nilal untuk diumumkan

(2) Panitia seleksi mengumumkan hasil dan setiap tahap seleksi secara terbuka
melalui laman unit kerja vang menangani sumber daya manusia aparatur di

Iingkungan

‘emerintah Daerah.
Pasal 24

Famitia seleksi menvampaikan hasil pentalan beserta peringkat nilar dengar

ketentuan sebagal benkut

a. untuk JPT Pratama disampaikan kepada PPK; dan

b. untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas disampaikan kepada
PPK melalu PyB

2] Pamtia seleksi menvampalkan laporan hasil seleksi berupa benta acara
keputusan panitia seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil asesmen

kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan
oleh PPK

Fasal 25

(1) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama vyang telah lulus seleksi dan
memperoleh rekomendasi dan KASN akan ditetapkan oleh PPK untuk diangkat

sebagal Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama




1£)

Calon Pejabat Administrator dan calon Pejabat Pengawas, yang telah lulus

seleksi akan ditetapkan oleh PPK untuk diangkat sebagai Pejabat Administrator

dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah

BAB VI

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI

(1]

(4]

(0]

[53]

DENGAN MANAJEMEN TALENTA
rasal 0

Pengisian JPT Pratama dapat dikecualikan tidak dilaksanakan melalui seleksi
terbuka

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi
implementas: Si1stem Mernt dalam pembinaan Pegawai ASN,

Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan rekomendasi KASN

Sistem Ment sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mehput: kntena:

a. seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan;

b. perencanaan kebutuhan pegawal sesual dengan beban kerna

c. pelaksanaan seleksi dan promos) dilakukan secara terbuka,

d. memiliki manajemen Karir yvang terdiri dan perencanaan, pengembangan,
pola kanr, dan kelompok rencana sukses: vang diperoleh dan manajemen
talenta;

¢, memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada
penilalan kinerja vang objektif dan transparan;

[, menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

merencanakan dan membenkan kesempatan pengembangan kompetens

sesual dengan hasil penilalan kinena;

n. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dan tindakan
penyalahgunaan wewenang; dan

. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi vang terintegrasi dan dapat

diakses oleh seluruh F’r_*gew.m ASN

Pengisian JFT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu rencana
suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf d

Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada avat (5) dilaksanakan
melalul tahapan

a. identifikasi posisi target;

b. dentifikasi calon Talent;

c. rekomendas! dan konfirmas: calon Talent; dan

Ui kompetensi

[dentifikasi posisi target sebagaimana dimaksud pada avat (6] huruf a
dilakukan untuk mengidentifikasi JPT Pratama vang lowong dan/atau vang
akan dusi disebabkan oleh pejabat yang bersangkutan mutasi jabatan dan/atau
mencapal batas usia pensiun

Identifikasi calon Talent sebagaimana dimaksud pada ayat (6] huruf b
dilakukan untuk mengidentifikasi para kandidat JPT Pratama berdasarkan
kritena dan persyaratan yvang telah ditetapkan oleh PPK dan/atau PvB




1

(9) Rekomendasi dan konfirmasi calon Talent sebagaimana dimaksud pada ayat |0
huruf ¢ dilakukan untuk mengklarihkas: aspek kKinena para kandidat JET
Pratama kepada para pimpman umt kerja vang bersangkutan berdasarkan

pedoman penilalan kinerja

(10) Ui kompetensi sebagaimana dimaksud pada avat (6) huruf d dalam
pelaksanaannya menggunakan materi vang diseésuaikan dengan jabatan yang

merjadi target untuk diisi

BAB VII
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS KARENA PENATAAN
ORGANISASI

Pasal 27

(1} Dalam hal terjadi penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang
mengakibatkan adanya pengurangan unit kerja eselon [I, penataan Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dapat
dilakukan melalui uji kompetensi dan pejabat vang ada oleh panitia seleksi

(2) Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan Tinggn Pratama, Pejabal
Administrator dan Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
memperoleh calon Pejabat Pmpinan Tinggl Pratama, calon Pejabat
Administrator dan Pejabat Pengawas vang memiliki kompetens: sesuai,
pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 28

(1) Pengisian JPT Pratama, Jabatan Admimistrator dan Jabatan Pengawas vang
lowong melalui rotasi/mutasi dan satu JPT Pratama, Jabatan Administrato:
lan Jabatan Pengawas ke JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas vang lain dapat dilakukan melalul uj kompetensi dan pejabat vang
ada.

T
1F1

(4] Pengisian JFT Pratama sebagaimana dimaksud pacda ayat (1] berdasarkan atas

rekomendasi KASN

T

(3] Pengisian Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

a. memenuhi standar kompetensi jabatan vang ditetapkan;

b, untuk JPT Pratama telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun
dan paling lama lebih dan 5 (lima) tahun; das

c. untuk Jabatan Adminmstrator dan Jabatan Pengawas, telah menduduki

jabatan paling singkat 2 (dua) tahun

HBAR Vil
PIELAPORAN

Pasal 29

PPK dan/fatau PyB atas nama PPK menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian
dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tingg kepada KASN dan tembusannya kepada
Menten Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi




3. Peraturan Pemernntah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemermtah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawar Negem Sipil (Lembaran Negara
Kepublitk Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6477,

6. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformas: Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman
Sisten Ment dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian
Jabatan Pimpman Tinggt secara Terbuka dan Kompetitif di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 835)

8. Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan
Retormasi Birokrast Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Kaner
Pegawal Negen Sipil |(Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 220):

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN DAN

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

HAR |
KETENTUAN UMUM

Fasal

Dalam Peraturan Wali Kota ini vang dimaksud dengan

Do

el

Daerah adalah kota Tarakan.

Wali kota adalah Wali Kota Tarakan

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penvelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan

sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kota Tarakan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan
|

Rakvat Daerah dalam penvelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kKewenangan Daerah

Pejabat Pembina Kepegawalan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali
Kota

Pejabat vang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang
mempunval kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentan Pegawai ASN sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan




a8

4

14

| 6

17

18

(2)

(3

Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Kinerja PNS adalah Tim Penilai Kinerja PNS Kota Tarakan

Pegawal Negen Sipil vang selanjutnya disingkat NS adalah Pegawai Negen Sipil
i lImgkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Aparatur Sipil Negara yvamg selanjutnya disingkat ASN adalah prolesi bagt PNS
dan Pegawai Pemenrintah dengan Perjanpan Kena vang bekerja pada instansi
pemeriniah,

Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab
wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara

Jabatan Pimpinan Tingz Pratama vang selanjutnya disingkat JPT Pratama
adalah jabatan pimpinan tingg vang setara dengan jabatan struktural eselon |

Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan struktural
eselon (11

Jabatan PFengawas adalah jabatan yvang mengendalikan pelaksanaan kegiatan
vang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan struktural
eselon [V

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggl Pratama adalah proses pengisian Jabatan
Pimpinan Tingg Pratama yang dilaksanakan dengan seleksi terbuka yang dapat
diikuti oleh setiap PNS di ingkungan kementerian /lembaga /Pemerintah Daerah
ataupun melalul proses rotasi atau mutasi

sistemn Mernt adalah kebijakan dan manajemen ASN vang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, wamna kulit, agama, asal usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan

Komisi Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya di sebut KASN adalah lembaga
non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik

lalent adalah Pegawai ASN yang memenuhi svarat tertentu dan telah lulus
tahapan seleksi yang ditentukan

BAE I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
Pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di
lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Walh Kota ini bertujuan untuk
a. terselenggaranya seleksi calon pejabat secara transparan, objektil,

kompetitif, dan akuntabel; dan
b. memperoleh pejabat yang sesuai dengan kompetensi vang dibutuhkan

BAB 11
PERSYARATAN
Pasal 3
JPT Pratama dapat dusi dari PNS di luar lingkungan Pemerintah Daerah

Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diisi dari PNS di lingkungan
Pemerintah Daerah.

JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdin atas




-
et

i

a IPT Pratama setara eselon ll.a: dan
b. JPT Pratama setara eselon I[LLb

Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;

b2
b

Jabatan Administrator setara eselon lll.a: dar
Jabatan Administrator setara eselon I1l.b

Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdin atas:

d

b

Jabatan Pengawas setara eselon |V.a; dan
Jabatan Pengawas setara eselon IV.b.

Pasal 4

Persvaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal J ayat (3) meliputi

a. berstatus PNS;

b. memihlki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma 1\

c. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajenal, dan kompetens: sosial
kultural sesuai standar kompetens: Jabatan yang ditetapkan;

d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas vang terkait dengan
Jabatan vang akan diduduki secara kumulatif pahing singkat 5 (lima) tahun

e¢. sedang atau permnah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun

f. telah mengikuti pelatthan kepemimpinan administrator atau vang setara
bagl pejabat administrator;

g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas vang baik;

usia paling tingg 56 (lima puluh enam)| tahun;
mendapatkan rekomendas) atau persetujuan dan PyB; dan

sehat jasmani dan rohan

). sehat jasmani dan rohani

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 avat (4] meliputa:

a. berstatus PNS

b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan
diploma IV;

c. memiliki mtegritas dan moralitas yvang baik;

d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas vang terkait dengan
jJabatan yang akan diduduk: paling singkat 3 (tiga) tahun,

e. sedang atau pernah menduduki
Fungsional Jenjang Ahli Muda paling singkat 3 (tiga) tahun;

. setiap unsur penilatan prestasi kenja paling sedikit bernilan baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;

paling rendah sarjana atau

Jabatan Pengawas atau .Jabatan

g. telah mengikuti pelatthan kepemimpinan pengawas atau vang setara bam
pejabal pengawas,
n. memiliki kompetens: teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial

kultural sesual standar kompetensi Jabatan vang ditetapkan dan
dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS di

INnstansinya,

mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari PyB; dan

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi

a. berstatus PNS;

b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma 11l atau
VANE setara,

c. memiliki integritas dan moralitas vang baik;




(2]

(3)

(4]

(1)

d. memiliki pengalaman jabatan Pelaksana dalam idang tugas vang terkail
dengan Jabatan yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun;

e. memiliki pengalaman sebagai pelaksana dan/atau menduduki jabatan
setara eselon V paling singkat 4 (empat) tahun atau jabatan fungsional vang
setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesual dengan bidang tugas jabatan
vang akan diduduka,

[. setiap unsur penilalan prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir,

g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial
kultural sesuai standar kompetensi jabatan vang ditetapkan dan dibuktikan
berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS di instansinya,

h. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dan P

1. sehat jasmani dan rohani

v dan

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada avat (1) sampail dengan ayal
(4], JPT Pratama, Jabatan Admimstrator, dan Jabatan Pengawas dilaksanakan
sesuar  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengangkatan PNS dalam jabatan struktural

BAB IV
TAHAPAN

Hasal 5

Pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
dilakukan melalul tahapan

d. perencanaan,

b. pengumuman lowongan;

Cc. pelamaran;

d. seleksi;

e. pengumuman hasil seleks:; dan

{. penetapan dan pengangkatan.

Perencanaan pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
meliputi

a. penentuan jabatan vang akan dnsi;

b. pembentukan pamtia seleksi,

c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian jabatan; dan

d. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian jabatan

Panitia seleks! sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf b terdin atas

a. panitia seleks: JFT Pratama;

b. panita seleksi Jabatan Administrator; dan

¢. panitia seleksi Jabatan Pengawas

Panitia seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf a
dibentuk oleh PPK setelah mendapatkan rekomendasi dar KASN

Panitia seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada avat (3) huruf b dan huruf ¢ dibentuk oleh PvB

Hagal &

Panitia seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4
dapat terdin atas unsur

d. pejabat Pimpinan Tinggr di lingkungan Pemerintah Daerah;
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Panitia seleks: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki tugas

= I}

b. pejabat Pimpinan Tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan
bidang tugas jabatan yvang lowong dan kebutuhan kompetensi teknis
tertentu;

c. khusus untuk jabatan pimpinan tingg Sekretans Daerah dan Inspektur,
panitia seleksi dapat diangkat dan pemerintah provinsi Kalimantan Utara,
dan

d. akademisi, pakar/tenaga ahli, atau prolesional

Panitia selekst Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat {3) dapat terdin atas unsur:

a. Sekretans Daerah sebagai ketua,

b, pimpinan kerja yang menangani
manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah sebaga sekretans;

it vang cdi hngkungan

Pemerintan Daerah sebaga) anggota;

asisten bidang administras: sekretanat Daerah sebagal anggota; dan

kepala bagian yang membidangi organisasi pada sekretariat Daerah sebagai

Lnit kepegawaian dan sumber dava

C. pimpinan Kerja membidangl  pengawasan

ANEEOLA;

Panitia seleks) sebagaimana dimaksud Fir‘]{]-'l. avat (1) dan ayat |2) berjumiah
gasal vaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

., —
Pasal 7

menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian,
menentukan metode seleks: dan menvusun maten
menentukan sistem yang digunakan pada setap tahapan pengisian,

menentukan kriteria penilaian seleksi administras: dan seleks: kompetens:

selekst:

mengumumegan lowongan dan persyaratan pelamaran,
melakukan seleks: administrasi dan kompetens:; d:
menyvusun dan menvampaikan laporan hasil seleksi kepada PyB.

Il

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
seleks) dibantu oleh sekretanat

P4 nita
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) memiliki tugas memberikan
dukungan administrasi kepada panitia seleksi

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kena

vang menangani sumber dava manusia aparatur di lingkungan Pemerintah
Daerah,

Pasal 9
Pengumuman lowongan pengsian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (1) huruf b dilakukan

a. untuk JPT Pratama wajib diumumkan secara terbuka melalui media cetak
nasional dan/atau media elektronik dan dapat ditambah pengumuman
dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, serta dilakukan
pula melalul Portal Nasional Seleks) JPT vang berada pada website Sistem
Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN; dan

D. untuk Jabatan Admimistrator dan Jabatan Pengawas dilakukan di internal
Pemerintah Daerah




(2)

‘engumuman lowongan pengisian . ratama, Jabatan Administrator dan
Peng | gan pengi IPT Prat bat Administrat la
Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di internal
Pemerintah Daerah melalui laman unit kerja yang menangani sumber daya
manusia.

Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) dilaksanakan
paling singkat 15 (llma belas) han kalender sebelum batas akhir tanggal
penerimaan lamaran

Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani
oleh ketua panitia seleksi atau sekretaris panitia seleksi atas nama ketua

panitia seleksi
Untuk membenkan kesempatan yang lebih luas kepada pelamar, panitia seleksi
dapat menambah batas waktu pendaftaran sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

rasal 10

Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ disampaikan
kepada ketua panitia seleks:

(2]

(4

Pasgal 11

Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, panitia
seleksi dapat mengundang PNS di lingkungan Instansi Pemenntah Daerah vang
memenuhl persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk
diikutsertakan di dalam seleksi

Dalam hal paniia seleksi mengundang PNS vang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) untuk ikut dalam seleksi, PNS vang
bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi dar PPK

FPasal 12

Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan
penetapan jadwal seleksi dilakukan sesuai kebutuhan organisasi

lahapan seleks! sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling sedikit terdin atas

a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integntas, dan
moralitas;

b. seleksi kompetensi;

C. Wawancara l.];;',[l

d. tes kesehatan

Seleksi sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a sampai dengan huruf «
dilakukan oleh panitia seleksi, dibantu oleh Sekretariat

Seleksi tes Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan
oleh pelamar di puskesmas dan/atau rumah sakit pemerintah

Fanitia seleks: dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi/assessor vang
independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi




Pasal 13

(1) Pengumuman hasil seleksi pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam
FPasal 5 ayat (1) huruf e wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi

(2) Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan
seleksi

a, nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan

D. peserta seleksi vang berhak mengikuti tahapan seleks: selanjutnya

Panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilal terbaik untuk
setiap jabatan yang lowong dan disampaikan kepada

a. PPK melalu PyB: dan

-
-

b. PPK melalur sidang Tim Pamtia Seleksi Jabatan bag Jabatan Admunistrator
dan Jabatan Pengawas.

Pasal 14

1] Penetapan dan pengangkatan JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 avat (1) huruf f dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil seleksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)

(2) Penetapan dan pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1] huruf | dilakukan oleh PPa
berdasarkan bhasil seleksi sebapaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
hurut b.

Pasal 15
Peserta vang lulus seleksi terbuka pada satu jabatan tidak dapat digunakan untuk
iabatan lamnva.

HBAB V

TATA CARA
Pasal 16

(1) Pamtba seleksi mengumumkan pengisian atau penggantian JPFU Pratama,
labatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui seleksi terbuka

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus
memuat
4. nama jabatan vang lowong atau yang akan dilakukan penggantian,
b. unit organisasi;
peCrsvalratan administrasi;
d. persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama, Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas;
e. persyaratan kompetensi vang diharapkan
batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi;
g. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
h. alamat dan nomor telepon sekretanat panitia seleks) yang dapat dihubungi;
materi atau tahapan seleksi; dan
persyaratan lain yang ditentukan

1) Persvaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf c,

meliputi;




o i

a. surat lamaran bermeterai,

b. niwavat hidup lengkap
surat persetujuan atau rekomendasi dari PPK untuk JPT Pratama dan PyB
untuk Jabatan Admimistrator dan Jabatan Pengawas;

d. surat pernyataan tidak sedang menjalani/tidak permah diyatuhi hukuman
disiplin;

e, surat pernyataan tidak pernah menjad: anggota partai politik/calon anggota
legislatif dan partai politik,

[. fotocopy yazah Pendidikan terakhir dan transknp nilan,

g. fotocopy surat keputusan kepangkatan dan jabatan yang diduduka;

h. fotocopy Surat Pembentahuan Pajak (SPT) tahun terakhir,

1. fotocopy tanda terima penverahan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara ke Inspektorat atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
ke Komisi Pemberantasan Korupsi bagi penyelenggara negara yang
diwajibkan melaporkan harta kekayaan,

j. fotocopy hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir,

k. surat keterangan sehat dan puskesmas/rumah sakit pemerintah

Pasal 17

(1)  Pengumuman pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitil

antar kabupaten /kota dalam Provinsi Kalimantan Utara

(2] Pengumuman pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
diumumkan secara terbuka di internal lingkungan Pemenntah Daerah

Pasal 18

Seleksi terbuka untuk pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan
Pengawas paling sedikit terdin atas

a. seleks administrasi;

b. penelusuran rekam jejak jabatan yang meliputi integritas dan moralitas;

¢. seleks1 kompetens:;

d. wawancara; dan

e. tes Kesehatan

HFasal 19

(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a
dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas
adminmistras) yvang disampaikan oleh para pelamar

(2] Penelusuran rekam jejak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf
b dilaksanakan dengan melakukan klanfikasi atau pembuktian terhadap
integritas, kinerja, bebas dari indikasi terhibat kasus korupsi oleh pelamar

3] Panitia Seleks: menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tingg
Pratama, calon Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang memenuhi
persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap
|satu) lowongan JFI Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

Pasal 20
(1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf

dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kompetensi manajerial
dan kompetensi teknis para pelamar

|2} Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk




a. JPT Pratama, dilaksanakan dengan menggunakan metode assessment center
sesual kebutuhan di ingkungan Pemernintah Daerah, tidak boleh kurang dan
jumlah atau jenis metode vang digunakan bag peniaian untuk menduduki
jabatan struktural dibawahnva, dan

b. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, paling sedikit dilaksanakan
dengan menggunakan psikotes dan wawancara;

Pasal 21

(1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan oleh

panitia seleks:

(2] Panitia selekst menyvusun maten wawancara vang terstandar sesual dengar
Jabatan vang dilamar

}) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup
peminatan, motivasi, perilaku dan karakter

(4] Dalam pelaksanaan wawancara seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan
Penpgawas dapat melibatkan pimpinan unit kerja eselon I terkait atau pejabaf
vang ditunjuk sebagal unsur pengguna |user) dan Jabatan yang akan diduduki

Pasal 22

Dalam pelaksanaan tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e
pembiayaannya ditanggung oleh pelamar dan dilaksanakan di puskesmas dan/atau
rumahn sakit pemerintahn.

Pasal 23

(1) Pamitia seleksi mengolah hasil dari sebap tahapan seleksi dan menyusun

peringkat nilai untuk diumumkan

(2] Pamtba seleksi mengumumkan hasil dan setiap tahap seleks) secara terbuka
melalui laman unit kerja yang menangani sumber daya manusia aparatur di
lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 24

(1] Pamtba seleksi menvampaikan hasil penilaian beserta peringkat nilai dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. untuk JPT Pratama disampaikan kepada PPK; dan

b. untuk Jabatan Adminmistrator dan Jabatan Pengawas disampaikan kepada
FPK melalu PyvB

(2) Panitia seleksi menvampatkan laporan hasil seleksi berupa berita acara
keputusan panitia seleksi, nilal pada setiap tahapan seleksi dan hasil asesmen
kepada KASN untuk mendapatkan rekomendas: sebelum dilakukan pelantikan

oleh PPK
Pasal 25
(1] Calon Pejabat Pimpman Tmpgg Pratama yang telah lulus seieksi dan

memperoleh rekomendasi dari KASN akan ditetapkan oleh PPK untuk diangkat
sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama




(2] Calon Pejabat Administrator dan calon Pejabat Pengawas, vang telah lulus
seleksi akan ditetapkan oleh PPK untuk diangkat sebagai Pejabat Administrator
dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah

BAB VI
FENRGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PREATAMA DAN JABATAN ADMINISTHRAS]
DENGAN MANAJEMEN TALENTA

Pasal 26

T
)l

(1) Pengisian

terbuka

Pratama dapat dikecualikan tidak dilaksanakan melalui seleksi

(2) Pengecualhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi
implementas: Sistem Ment dalam pembinaan Pegawal ASN

(3] Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan rekomendasi KASN

(4] Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada avat (2) meliputi kritenia

a. seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan;

b, perencanaan kebutuhan pegawal sesual dengan beban kerja;

c. pelaksanaan seleks: dan promosi dilakukan secara terbuka;

d. memiliki manajemen karir vang terdin dan perencanaan, pengembangan,
pola kanr, dan kelompok rencana suksesi yvang diperoleh dari manajemen
talenta;

e. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada
penilaian kinerja vang objektif dan transparan;

. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

g. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi
sesual dengan hasil pentlaian kinena;

n. memberitkan perlindungan kepada Pegawai ASN danmn tindakan
penyalahgunaan wewenang, dan

. memihki sistem informasi berbasis kompetens: vang tenntegrasi dan dapat

diakses oleh seluruh Pegawai ASN

|53) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu rencana
suksesi vang diperoleh dari manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada

avat (4) hurut d

(b) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada avat (5] dilaksanakan
melaluil tahapan:
A, identifikasi posisi target;
b. 1dentihkasi calon Talent,

c. rekomendasi dan konfirmasi calon Talent; dan

. uj kompetensi

|7) ldentiikasi posisi target sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a
dilakukan untuk mengidentifikasi JPT Pratama vang lowong dan/atau vang
akan diisi disebabkan oleh pejabat vang bersangkutan mutasi jabatan dan/atau
:l'.l:’i"'lf.'HF]'dE .'.:Iq'l.'l-".‘.'.'i LIS !']'!_"I‘.h:lljﬂ

5) ldentifikast calon Talent sebagaimana dimaksud pada avat (6] huruf b
dilakukan untuk mengidentifikasi para kandidat JPT Pratama berdasarkarn
kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PPK dan/atau PyB




9] Rekomendasi dan konhirmasi calon Talent sebagaimana dimaksud pada ayat [6)
hurut ¢ dilakukan untuk mengklariiikasi aspek kinerja para kandidat JPT
Fratama kepada para pimpinan unit Kerja vang bersangkutan berdasarkan
pedoman penilaian kinerja

(10) Up kompeténs! sebagaimana dimaksud pada ayat [6) hurul d dalam
pelaksanaannya menggunakan maten vang disesuaikan dengan jabatan vang

memnjadi target untuk dust

BAB VI
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTEATOR DAN JABATAN PENGAWAS KARENA PENATAAN
ORGANISAS]

R T T
rasdl &

(1) Dalam hal terjadi penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah vang
mengakibatkan adanya pengurangan unit kernja eselon I, penataan Pejabat
Pimpinan Tingg Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dapat
dilakukan melalui uji kompetensi dan pejabat vang ada oleh panitia seleks:

.- &
Pratama. Pejabat

(2) Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan Tinggi
Administrator dan Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
memperolen calon Pejabat FPmpman Tinggl PFratama, calon Pejabat
Administrator dan Pejabat Pengawas vang memiliki kompetens: sesuai,

J E
pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

dilakukan melalu: seleks: terbuka

Pasal 28

(1] Pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang
lowong melalul rotasi/mutasi dar satu JPT Pratama, Jabatan Administrator
dan Jabatan Pengawas ke JPI Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas vang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat vang
ada

(2] Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas
rekomendasi KASN

(3] Penmsian JPT Pratama, Jabatan Admimsirator dan Jabatan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus memenuhi persyaratan
a. memenuhi standar kompetensi jabatan vang ditetapkan;
b. untuk JPT Pratama telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun
dan paling lama lebih dari 5 [lima) tahun; dan
c. untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, telah menduduki
jJabatan paling singkat 2 (dua) tahun

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 29

PPK dan/atau PyB atas nama PPK menvampaikan laporan pelaksanaan pengisian
dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi kepada KASN dan tembusannya kepada
Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi




Fasal 30

PvB menvampaikan laporan pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas kepada PPK

!

BAB [X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

' T
||! :1

embentukan panitia seleksi untuk Jabatan Inspektur Daerah ditetapkan oleh

S : a .
PPK setelah berkonsultasi kepada Menten Dalam Negeri

4] konsuitas: pembentukan panitia seleksi JPT Inspekiur sebagaimana dimaksud
I:'rlLl'r: AVal |'] dilaksanakan sesuai Iif‘l'li.!_itf'l Ketentuan F’rf‘]‘;ii'.ll'.fl'l'l Plf"."i.l'lli].xl'l'll.'l
LTI TR ET]

(3) Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi P

Dewan FPerwakilan Kakyat Daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK

dikonsultasikan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ralama yallg 1]';!"[|'II'I['I[_'F|;", hf'-i'-.'-"l.:l'flail

(4] Pemberhentian dan pengisian JPT Pratama Sekretans Daerah, Inspektun
Daerah, Kepala [Dhinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Inspektur
Pembantu dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Gubernu:

selaku wakil pemerintah pusat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUI

.“-'if':-r_"ll

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar sehap orang neetahuinva. memerintahkan pengundanga eraturan Wal
Agar sehiap orang mengetahuinva, memernntahkan pengundangan Perat n W
Kota inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 17 Mei 2023
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